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Mengingat

SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

ANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA MOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
bahwa dalam rangka memenuhi dinamika yang terjadi,
tuntutan kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk
ketertiban lalu lintas, perlu diatur pelaksanaan angkutan
orang dengan sepeda motor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Angkutan Orang Dengan Sepeda Motor;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3858);



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012
tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 16);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 10);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

ANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA MOTOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kota adalah Kota Depok.

Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari
satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang
terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak
Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua
dengan atau tanpa rumah rumah dan dengan atau tanpa
kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga.
Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan
orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan)
orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya
tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang
yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang,
termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari

3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.



10.

11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

(3)

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan
keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang
dan/atau barang , serta perpindahan moda angkutan.

Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor
Umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang.
Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak
bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan
pengemudinya.

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin
Mengemudi.

Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain

Pengemudi dan awal kendaraan.

BAB II
ANGKUTAN ORANG
Bagian Kesatu
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 2
Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor dapat
dilakukan dengan menggunakan:
a. sepeda motor;
b. mobil penumpang; atau
c. mobil bus.
Penyediaan jasa angkutan orang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh perseorangan.
Penyediaan jasa angkutan orang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyedia

jasa yang berbentuk Badan Hukum Indonesia.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua

Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi
Pasal 3

Penyediaan jasa angkutan orang sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dapat menggunakan
aplikasi berbasis teknologi informasi.
Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara mandiri atau bekerjasama penyedia aplikasi.
Aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan

kemudahan dalam pelayanan angkutan.

Pasal 4
Penyedia jasa angkutan orang sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Penyedia
Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2),
wajib menyediakan tempat khusus yang dapat digunakan
untuk menyimpan kendaraan bermotor (parkir) bagi mitra
dan/atau anggotanya.
Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tempat yang dapat menampung Kendaraan
Bermotor milik mitra dan/atau anggotanya.
Kegiatan parkir di tempat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang mengganggu ketertiban, kelancaran
lalu lintas, dan/atau kegiatan lainnya.
Penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat merupakan milik pribadi dan/atau

bekerjasama dengan pihak lain.



Pasal S5
Setiap Pengemudi Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib:
a. menyimpan kendaraan bermotor (parkir) di tempat khusus
sebagaimana dimaksud Pasal 4,

b. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilarang:
a. menyimpan kendaraan bermotor (parkir) di badan jalan,
bahu jalan, halte, dan fasilitas pejalan kaki (trotoar);
b. menaikkan orang di kawasan terminal;
c. menaikkan orang di badan jalan yang telah dilayani oleh

angkutan orang dalam trayek.

BAB III

SANKSI

Pasal 7
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Ketertiban Umum.



BAB 1V

PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Maret 2017
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 11

NIM:‘?BGI27 1998032004



